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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah 

 Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam 

aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran 

dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah 

yaitu jual beli dan bagi hasil.
1
 

 Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 

mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan 

syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang 

didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa 

katakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal 

berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di 

Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia dalah muslim. Mulai dari 

istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang 

dirasakan berbelit-belit. 

 Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan 

konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih 

                                                           
1
 Muhammad abdul karim,kamus bank syariah (Yogjakarta : asnaliter) Hal. 32 
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sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat telah 

sangat familiar dengan istilah bunga, kredit dan sebrakan, dan terminologi lain 

yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih 

kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis 

berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa 

hikmah yang besar bagi perkembangan  lembaga keuangan syariah di 

Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat 

dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sestem perekonomian berbasis 

bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. 

Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga 

akhirnya selamat dari krisis dan bahkan  sekarang menjadi sebuah potensi 

kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi 

islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. 

 Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil 

saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat 

nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini 

antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan 

obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini 

berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat 

maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan 
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mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut 

berkembang sangat pesat di Indonesia.
2
 

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan dewasa ini menjadi instrumen penting dihampir 

seluruh Sistem ekonomi dunia. Bunga yang telah menjadi kewajaran bahkan 

menjadi ciri khas perekonomian modern. Bunga telah menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam 

proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis.  

Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, didesain sedemikian 

rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi. Fenomena ini 

telah menjadi ciri dan alat dari kehidupan bisnis dan keuangan dalam rangka 

menggiatkan perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya diseluruh 

dunia.  

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam 

maka diharapkan munculnya lembaga keuangan yang Islami yaitu 

mengembangkan Sistem Lembaga Keuangan Syari’ah secara lebih baik lagi. 

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari’ah merupakan Sistem yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam tentang larangan riba dan gharar. Gagasan 

ekonomi Islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap ekonomi kapitalis dan 

                                                           
2
 http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html  diakses pada 

tanggal  9 maret 2015 

http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html%20%20diakses%20pada%20tanggal%20%209%20maret%202015
http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html%20%20diakses%20pada%20tanggal%20%209%20maret%202015
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sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga gagal 

memecahkan problem ekonomi untuk dunia ketiga. 

Sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah terjadinya 

ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumbersumber materi agar 

dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka 

menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat 

Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang 

secara garis besar dapat dikelompokan ke dalam: 

a. Kegiatan nonbank 

b. Kegiatan perbankan 

Yang termasuk dalam kategori nonbank di antaranya: 

a. Lembaga Zakat 

b. Lembaga Ijarah 

c. Kafalah 

d. Salam 

e. Rahn 

f. Akad 

g. Warits 

h. Qiradh 

i. Syirkah, dan lain-lain 
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Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang 

berhubungan dengan persoalan perbankan), adalah: 

a. Wadiah 

b. Al-Mudharabah 

c. Al-Musyarakah/Syirkah 

d. Al-Bai’u Bithaman Ajil dan lain-lain. 

Sekarang timbul persoalan, bagaimana pandangan hokum Islam 

tentang lembaga dan instrument keuangan lainnya, yang selama ini tidak 

ditemukan atau tidak diatur secara limitatif dalam teks hukum?  

Untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah. Sebab 

sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lahirnya lembaga-lembaga dan 

instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif masyarakat. 

Apalagi di zaman sekarang ini, seseorang tertarik untuk 

mempergunakan suatu lembaga dan instrument keuangan tentunya didasarkan 

kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan 

instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan 

hal tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), 

Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainya (kesemuanya 

ini berada di luar sistem moneter).
3
 

 

                                                           
3
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hal. 33 
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a) Dasar Hukum LKS Menurut Ketentuan Hukum Islam 

Setiap lembaga keuangan syari’ah, mempunyai falsafah dasar 

mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di 

akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang 

dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.
4
  

Di dalam al-Qur’an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara 

eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana 

organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur’an. Konsep dasar 

kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya 

mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur’an. Dalam 

Sistem politik misalnya dijumpai istilah qoum untuk menunjukkan 

adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. 

Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam 

organisasi modern.
5
 

Pedoman lembaga keuangan syari’ah dalam beroperasi adalah  al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 tentang Sistem menjauhkan diridari 

unsur riba dan menerapkan Sistem bagi hasil dan perdagangan. 

  
    

   
   
    
   

                                                           
4
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam…..,.hal.34 

5
 Ibid,.35 
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    
   

    
   

    
     

   
    

  
 

 

Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275).
6
 

3. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap 

tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi 

dan berusaha,sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. System 

keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran 

islam yang diperuntuhkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai 

dengan kemampuan. 

Pada prinsipnya dalam sistem keuangan islam ,lembaga-lembaga 

keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. 

                                                           
6
 Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur�an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag 

RI, 1997), hal. 63 
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Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan 

penghapusan prinsip bunga  baik dalam mekanisme investasi langsung 

ataupun tidak langsung ,praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk 

diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan 

masyarakat yang belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam,maka telah 

dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang 

dibenarkan oleh syariat islam.
7
 

B. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)      

 1.Pengertian BMT  

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri 

dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih 

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang 

nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai 

usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
8
 

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah balai 

usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bay al-mal wa al-tamwil dengan 

kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil 

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil 

                                                           
7
 Heri sudarsono,bank dan lembaga keuangan syariah (yogjakarta:Ekonisia ,2003),hal.7-8 

8
Nurul Huda,Mohamad Heykal, ”Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis”, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363  
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(BMT)juga menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkannya 

sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
9
 

2.Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT 

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang 

memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan 

BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan 

secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM 

RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Koperasai Jasa Keuangan syariah (KJKS).
10

 

3.Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul Maaal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan 

yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maaldan lembaga 

BaitutTamwilyang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk 

yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya 

dalam meciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.
11

 

                                                           
9
Ibid, hal. 26  

10
Ibid, hal. 242-243   

11
 Jamal Lulail Yunus, “Manajemen Bank Syariah Mikro ”, (Malang: UIN Press. 2009), 

hal..33  
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Secararingkas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil 

(P3UK) menerangkan prinsip dan produk inti Baitul Maal wat Tamwil sebagai 

berikut:
12

 

a.Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal 

Baitul Maa lyang sudah mengalami penyempitan arti di tengah 

masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur 

dana zakat, infaq, dan shadaqah, dalam arti bahwa Baitul Maalhanya bersifat 

“menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat,infaq, dan 

shadaqah-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan 

pengambilan/pemungutan secara langsung kepadamereka yang sudah 

memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat 

seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu Baitul 

Maal menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.  

Dari prinsip dasar di atas dapat kita ungkapkan bahwa produk inti dari  

Baitul Maal terdiri atas:  

1) Produk Penghimpunan Dana  

Dalam produk penghimpunan dana ini, sebagaimana yang telah 

diungkapkan di atas, Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa 

                                                           
12

Ibid, hlm. 33- 35  
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zakat, infaq, dan shadaqah, meskipun selain sumber dana tersebut, Baitul 

Maal juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta 

dana-dana yang sifatnya sosial. 

2) Produk Penyaluran Dana  

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana Baitul Maal harus 

bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana 

zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam 

alQur’an, yaitu kepada 8 (delapan) ashnaf antara lain: fakir, miskin, amil, 

mu’alaf, fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, dan musafir, sedangkan 

dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha 

orangmiskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun 

biayabiaya operasional kegiatan social lainnya (termasuk di dalamnya 

untuk kepentingan kafir dhimmi, yang rela dengan pemerintahan Islam).  

b.Prinsip dan Produk Inti Baitut Tamwil 

Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang 

digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh 

BMT (dalam fungsinya sebagai BaitutTamwil), yaitu: prinsip bagi hasil, 

prinsip jual beli, dengan mark-up (keuntungan), dan prinsip non profit.
13

 

1) Prinsip Bagi Hasil  

                                                           
13

Ibid, hlm. 35-36  



28 
 

 
 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola 

dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola 

dana dan antara BMT dengan penyedia dana (pemyimpan/penabung). 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan 

Musyarakah.
14

 

2) Prinsip Jual Beli dengan Mark-up (keuntungan)  

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam 

pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi 

kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT 

bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah 

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMTatau 

sering disebut margin mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan 

dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini 

adalah Murabahah dan Bai’ BitsamanAjil.
15

 

3) Prinsip non Profit 

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih 

bersifat sosial dan tidak profit oriented.  Sumber dana untuk pembiayaan 

                                                           
14

Muhammad Ridwan,Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,Yogyakarta: UII Press,2004, hal. 

178 )   
15

 Ibid., hal 179)   
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ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-

bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah 

pembiayaan Qardhul Hasan.
16

 

Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi  

BaitutTamwil) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.
17

 

1). Produk Penghimpunan Dana  

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis 

simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan 

disalurkan kepada usaha-usaha produktif.
18

 Jenis simpanan tersebut antara 

lain:  

a)Al-Wadi’ah
19

 

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa 

mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini 

BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat 

kecil. Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad 

wadi’ah, Firman Allah dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 : 

                                                           
16

Ibid,hal.178)  
17

 Jamal Lulail Yunus, …….,. hal 35-36  
18

Ibid., hal. 36   
19

 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet,Cet.4, Mei 

2006, hal 26)  
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b) Al-Mudharabah
20

 

Penabung  memiliki  motivasi  untuk  memperoleh 

keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini 

adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.  

c) Amanah   

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau 

diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan 

kepadaBMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu’afa atau orang 

tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan 

bagi hasil.  

2)Produk Penyaluran Dana  

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan 

yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan 

penghasilan.
20

 Pola pembiayaan tersebut adalah:  

a) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada 

anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan 

                                                           
20

 Muhammad Ridwan,……, hal. 178)  
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kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota 

(nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya 

(manajemennya). Hasil keuntungsanakan dibagi dua sesuai 

dengan kesepakatan bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).  

b) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada 

anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan 

dalamproses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang 

proposional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah 

pihak.  

c) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian 

barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini 

diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 

(sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT 

diperoleh dari harga yang dinaikkan.  

d) Pembiayaan Bai’ BitsamanAjil 

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, 

yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan 
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cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih 

cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan 

keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.  

e) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan 

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang 

benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat 

membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. 

 Nasabah  (anggota)  cukup  mengembalikan pinjamannya 

sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.
21

 

4.Peran dan Fungsi BMT  

a. Peran BMT  

Beberapa peranan BMTdianataranya adalah
22

 :  

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat 

non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat 

tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa 

dilakukan dengan pelatihanpelatihan mengenai cara-cara 

bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam 

                                                           
21

 Jamal Lulail Yunus, ….., hlm. 36-38  
22

 Nurul Huda, MohamadHeykal, ………….hal. 364-365  
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transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur 

terhadap konsumen, dan sebagainya.  

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus 

bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan 

mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, 

penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.  

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang 

masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu 

memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana 

dengan segera. Maka BMT harus mampu melayanai 

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap 

saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.  

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang 

merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat 

yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu 

langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka 

pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya 

dalam maslah pembiayaan, BMT harus memperhatikan 

kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis 
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pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, peran BMT di 

masyarakat, adalah:  

a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.  

b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.  

c) Penghubung  anatara  kaum  aghnia(kaya)  dan 

 kaum dhu’afa(miskin).  

d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip 

hidup yang barakah, ahsanu ‘amala, dan salaam melalui 

spiritual communication dengan dzikir qalbiyahilahiah. 

5. Status dan Badan Hukum BMT  

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok 

Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara 

prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem 

operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkupdan produk yang dihasilkan yang 

berbeda.
23

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT 

sebagai berikut:  

                                                           
23

Ibid,  hal. 114   
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a. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasidalam program PHBK-BI (Proyek 

Hubungan Bank dengan KSM. 

b. Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin 

kepada LPSM(Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu 

untuk membina KSM.  

c. LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM(dalam hal ini baitutamwil) 

untuk beroperasi KSMdisebut juga sebgaiPrakoperasi. MUI, ICMI, BMI 

telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya 

mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang 

terkait, BUMN, dan lain-lain.  

6.Keunggulan dan Kelemahan BMT  

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki 

keunggulankeunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan 

jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga 

kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.
24

 

Keunggulan BMT adalah:  

                                                           
24

http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/. Senin, 03 mei 2015 2013.  

pukul 22:47 WIB  
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a. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur’an dan Al 

Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang 

dicontohkan Rasulullah SAW.  

b. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip- 

prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.  

c. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara 

pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan 

kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan 

secara jujur dan adil.  

d. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam 

BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran 

agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa 

berkah.  

e. Adanya fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang 

tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya 

secara tetap,hal ini memberikan kelonggaran physichologis yang 

diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-

sungguh.  
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f. Adanya fasilitas pembiayaan Al-Bai’ BitsamanAjildanAl-murabahah,
25

 

yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) 

sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan 

kesempatan yang luas untuk berusaha.  

g. Tersedia pembiayaan Qardhul Hasan yang tidak membebani nasabah 

dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti 

biaya materai, biaya notaries, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh 

dari pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, para amil zakat yang masih 

mengendap.  

h. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagi pengganti bunga, maka 

tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas 

kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas
26

BMT Islam menjadi 

luas.  

i. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bias 

diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.  

                                                           
25

 Muhammad Ridwan,., hal. 180)  
26

 Pius A Partanto, M. DahlanYacub Al Barry kamus Ilmiah Populer ,Yogyakarta: Arkola 

2001, hal.16 
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j. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar 

BMTIslam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam 

membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.  

Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang 

ada dalam BMT Islam adalah:  

a. Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan 

pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-

pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, 

bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam 

bekerjasama.BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada 

semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah 

jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang 

beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk 

mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam 

karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.  

b. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang 

tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat 

dan terus-menerus.  
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c. Motivasi masyarakat muslim utnuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam 

adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan 

masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan  

sikap masyarakat itu sendiri.  

d. Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan 

BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bias 

dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga professional yang 

siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi “kelebihan 

likuiditas”.
27

 

e. Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang 

sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat dipedesaan.
28

 

C.Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah     

1.Pemberdayaan   

a.Pengertian Pemberdayaan  

Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal 

dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna: 

                                                           
27

 ius A Partanto, M. DahlanYacub Al Barry, ….,  hal.411)   
28

 Diakses melalui http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/. pada, 02 april 

2015. pukul 22:47 WIB  
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Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan 

mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang 

potensi yang dmilikinya dan berusaha mengembangkannya.
29

 Dalam al-

Qur’an kata daya disebut sebagai “al-Quwwah”, dalam berbagai variannya, 

disebut 33 kali.
30

 Dalam bahasa Arab disebut “alQuwwah”, dalam bahasa 

Inggris disebut “empower” yang menurut Cornell University Empowerment 

Group dalam Saleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik pemberdayaan 

adalah:  

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus 

yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling 

menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi 

kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki 

secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses 

yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumbersumber 

tersebut.
31

 

Belakangan ini istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha 

kecil menengah menjadi topik pembicaraan banyak kalangan. Penggunaan 

istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang 

                                                           
29

 Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa’, 

Departemen Agama RI, Jakarta,2008, hal. 11   
30

 Muhammad Fu’ad al-Baqi’,Mu’jam al-Mufaras al-Fad al-Qur’an al-Karim, t.t, Dar alFikr, 

hal.587-588   
31

  Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, LPM IAIN 

Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, hal. 193   
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menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan 

(dikotomi) antara rakyat dan konglomerat. Melihat kecenderungan yang 

demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah 

tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang 

bernada dikotomi rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik 

pula.
32

  

Kata  “pemberdayaan  dan  memberdayakan” 

merupakan terjemahan dari kata “empower”. Kemunculan istilah ini 

memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam 

kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial 

maupun ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat berkemampuan 

atau berkekuatan.
33

 

Menurut Muhammad mengutip dari Oxford English Dictionary kata 

empowermengandung dua arti. Pertama, to give power authority 

(memberikekuasaaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas 

ke pihak lain). Kedua, to give ability to or enable (upaya memberikan 

kemampuan atau keberdayaan). Dengan merujuk pada pengertian di atas, 

                                                           
32

 Muhammad, “Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia”, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 111  
33

Ibid, hal. 111   
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maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti upaya untuk memandirikan 

rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.
34

 

b.Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan  

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang- 

Undang No 20 Tahun 2008 adalah:   

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan 

Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri  

2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan  

3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 

pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil menengah. 

5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

secara terpadu  

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut  

Undang- Undang No 20 Tahun 2008 adalah:   

                                                           
34

 Muhammad, …….., hal.111  
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a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan  

b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro 

Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri  

c) Meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan  

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
35

 

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

a) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Beberapa definisi yang ada dari berbagai pihak yang memiliki 

keterlibatan dengan UMKM ,definisi tersebut sebagai berikut :
36

 

1) UU No.9/1995 Tentang Usaha Kecil, Usaha Kecil adalah asset yang 

kurang dari 200 juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan 

kurang dari Rp. 1milyar . dimiliki oleh orang indonesia independen 

tidak terfalitasi dengan usaha-usaha menengah –besar. Buleh 

berbadan hokum boleh tidak. 

                                                           
35

 Lihat di buku yang berjudul  Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Semarang:” Duta Nusindo 

, 2010), yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

tentang UMKM. Hlm. 7-8  
36

 M.Asdar ,Strategi pemberdayaan masyarakat koperasi,usaha Mikro ,kecil dan 

Menengah(UMKM) melalui lemnbaga LKS untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran 

(medan : internal seminar of islamic economic ,2005) hal. 164 
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2) Badan pusat statistic ,Usaha Mikro ,mempunyai pekerja 5 orang 

termasuk tenaga keluarga yang tidak di bayar. Usaha Kecil 

mempunyai pekerja 10-99 orang. 

3) Bank Indonesia : usaha Mikro (SK) Dir No.31/24/KEP/DIR tanggal 

5 Mei 1998 : usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin akan 

mendaki miskin . dimiliki keluarga sumberdaya local dan teknologi 

sederhana . lapangan usaha mudah untuk exit dan entry . usaha 

Kecil (UU No 5/1995) asset  Rp. 200 juta diluar tanah dan 

bangunan dengan omzet tahunan 1 milyar . usaha menengah (SK 

dir BI  No. 30/45 DIR /UK/ tanggal 5 januari 1997). Asset sampai 5 

milyar untuk sector industry asset Rp. 600.000 juta diluar tanah dan 

bangunan untuk sector non –industri manufacturing. Omzet tahunan 

Rp. 3 Milyar. 

b)  Karakteristik UMKM 

Untuk mnelakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita 

perlu memahami karakteristik ,sehingga dengan menegetahui 

karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi 

permasalahan. 

 Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut ;
37

 

                                                           
37

 Alila pramiyanti,studi kelayakan bisnis untuk UKM (YOGYAKARTA :Media persindi 

,2008) hal.5 
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1) Mempunyai skala kecil ,baik model ,penggunaan tenaga kerja 

maupun orientasi pasar. 

2) Banyak berlokasi dipedesaan ,kota-kota kecil atau daerah pinggir 

kota besar. 

3) Status usaha milik pribadi atau keluarga 

4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang 

direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga. 

5) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari 

kegiatan lainnya 

6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi 

,pengolahan usaha dan administrasi sederhana. 

7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja 

serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan 

pribadi. 

8) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

yang sering berubah secara tepat. 

c) Sector –sektor UMKM 

Usaha Mikro Kecil dan menengah terdapat pada seluruh sector 

perekonomian yaitu :
38

 

1. Sector perkebunan 

                                                           
38

 Iskhak RS,pemberdayaan Masyarakat Miskin ,www.dekopin.com diakses pada tanggal 23 

april 2015 . 
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  Usaha perkebunan yang termasuk usaha kecil dan 

mikro disini adalah usaha perkebunan pada kebun-kebun rakyat 

yang terbagi dalam sempit. 

2. Sector pertanian 

  Usaha pertanian termasuk kategori usaha kecil karena 

sebagian besar dari mereka mengusahakan lahan pertanian yang 

luasnya kurang dari 1 hektar. 

3. Sector industri 

  Usaha kecil dan mikro pada sector ini berwujud pada 

sector rill dengan perwujudan berbagai industry kecil rumah 

tangga,yang menghasilkan berbagai jenis barang kerajinan dan 

keperluan rumah tangga. 

4. Sector perdagangan 

  Usaha kecil dan mikro pada sector ini berwujud usaha 

perdagangan yang dijalankan rakyat kecil di pasar-pasar 

tradisional., toko, kios ,warung-warung disepanjang jalan dan 

kampong;kampong dan sebagainya. 

5. Sector kehutanan  

Permasalahan-permasalahan UMKM 

Setelah memahami factor pemberdayaan dan 

karakteristik UMKM Maka lebih lanjut adalah memahami 
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permasalahan-permasalahan yang ada di dunia UMKM . 

Adapun permasalahan tersebut antara lain : 
39

 

i. Kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen 

ii. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan 

untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber 

permodalan. 

iii. Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperbesar 

pangsa pasar. 

iv. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan 

penguasaan. 

v. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek 

kompetensi ,keterampilan,etos kerja,karakter,kesadaran 

akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk 

dan jasa serta wawasan kewirausahaan. 

vi. Keterbatasan persediaan bahan baku mulai dari jumlah 

yang dapat dibeli,standarisasi kualitas yang ada . maupun 

panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat 

pada harga bahan baku itu sendiri. 

vii. Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini 

cenderung mengalami distorsi di tingkat implementai 

                                                           
39

 Alila pramiyanti,studi kelayakan bisnis untuk UKM (YOGYAKARTA :Media persindi 

,2008) hal.10 
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sehingga berdampak pada sub;ordinansinya pelaku usaha 

mikro kecil dan menengah dibandingkan dengan mitra 

usahanya (usaha besar). 

3..Pemberdayaan UMKM 

  pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat 

diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu 

pengembangan (enabling) usaha, memperkuat potensi atau daya 

(empewornment) dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. 

 Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi UMKM untuk berkembang. Logika ini 

didasarkan asumsi bahwa tidak ada jenis usaha yang sama sekali tanpa 

memiliki sumber daya. Setiap UMKM pasti memiliki daya, akan tetapi 

kadang-kadang pihak UMKM sendiri tidak menyadari, atau sumber daya 

yang dimiliki tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh 

karena itu sumber daya yang ada harus digali, dan kemudian dikembangkan. 

Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaa UMKM dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki UMKM, 

dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta beruaya untuk mengembangkannya. Disamping 

itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap 

ketergantungan (charity), pemberdayaan UMKM sebaliknya harus 

mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan. 
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 tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dimanapun juga, saat ini 

dan yang akan datang terutama dalam aspek-aspek berikut ini : 

a) Perkembangan teknologi yang pesat : perubahan teknologi 

mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi, yaitu sisi 

penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran yaitu, perkembangan 

teknologi mempengaruhi antara lain metode atau pola produksi, koposisi 

serta jenis material/input dan bentuk serta kualitas produk yang dibuat, 

sedangkan dari sisi permintaan perubahan teknologi membuat pola 

permintaan berbeda, yang pada awal periode setelah perubahan tersebut 

lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Jika dilihat dari sisi 

permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan dengan produk-

produk baru yang mengandung teknologi baru maka permintaan 

konsumen di pasar juga akan berubah. Jadi, berkaitan dengan ini, survival 

capability dari UKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya 

dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang yang 

berkaitan dengan perubahan teknologi. Disini, antara lain penguatan 

SDM sangat krusial. 

b) Persaingan semakin bebas : penerapan sistem pasar bebas dan pola atau 

sistem persaingan yang berbeda dan intensifitasnya yang lebih tinggi, 

ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam 

laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama 

akibat pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap 
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pengusaha kecil dan menengah (juga besar) ditantang apakah mereka 

sanggup menghadapi/menyesuaikan usaha mereka dengan semua 

perubahan ini. 

 Dalam mengusahakan pemberdayaan UMKM : 

1. Dukungan dan sifat birokrasi yang kondusif 

a) Menciptakan sistem intensif dan intensifikasi yang tepat lewat 

kebijakan fiscal 

b) Mengurangi secara maksimal intervensi (campur tangan) langsung 

dalam setiap sikap dalam proses dan mekanisme bisnis masyarakat 

c) Mengurangi secara maksimal peluang kontak langsung antara birokrat 

dan pengusaha dalam urusan bisnis 

d) Mengusahakan keterbukaan dan pemberian peluang sama dan 

pelayanan proporsional dan adil pada semua warga negara 

2. Melengkapi/memperkuat kelembagaan pasar 

a) Memperbanyak usaha lembaga perantara yang menjembatani sektor 

ekonomi rakyat yang berskala kecil, banyak dan tersebar luas itu 

dengan kelompok usaha ekonomi besar dan kuat 

b) Mengupayakan adanya perlindungan yang optimal dalam kondisi 

pasar yang mahal dan dilengkapi dengan perangkat perlindungan 

hukum yang adil, cepat dan murah serta tegas 

c) Dukungan modal dan pelayanan yang optimal dengan berbagai 

inovasi yang diperlukan bagi warga masyarakat ekonomi lemah/kecil 
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d) Peluang serta pemberian insentif yang optimal bagi kemungkinan 

tersalurnya tenaga-tenaga muda berpendidikan tinggi untuk bekerja di 

pedesaan, baik sebagai usahawan (usaha mandiri) maupun sebagai 

ahli yang professional 

e) Tercegahnya struktur pasar ke dalam bentuk-bentuk monopoli dan 

oligopoli serta selalu menghindarkan berbagai bentuk hambatan bagi 

para pelaku ekonomi baik pedekatan dari sejumlah kecil kelompok 

kepentingan tertentu maupun dari oknum aparat birokrasi 

3. Pembentukan lembaga sosial atau yayasan sosial yang bergerak dalam 

peningkatan kualitas SDM 

a) Diutamakan pendidikan yang bersifat praktis, pemagangan untuk 

membentuk usahawan kecil yang tanggap terhadap semua peluang 

usaha, mempunyai kemampuan rata-rata kepemimpinan 

b) Memberi jasa asistensi dan konsultasi ditempat kerja yang mungkin 

gratis pada awalnya, kemudian berangsur-angsur disubsidi dan 

akhirnya mampu membayar sendiri 

c) Tempat latihan diusahakan ditempat produksi/pabrik/perusahaan 

kelompok besar/ekonomi kuat dalam suatu jangka waktu tertentu, dan 

dapat dilanjutkan dalam bentuk asistensi dan konsultasi setelah 

masing-masing kembali ketempat semula 
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d) Dana untuk kegiatan ini dapat berasal dari partisipasi para usaha 

besar sampai tingkat minimal tertentu atau dapat dibantu oleh subsidi 

pemerintah 

D.Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian  Murabahah 

Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas 

harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama 

adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan 

dijual kepada pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah 

tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya 

keuntungan yang disepakati maka karekteristik murabahah adalah si penjual 

harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan 

jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.
40

 

2. Dasar Hukum 

   a. Al-Qur’an  

   QS. al-Baqarah [2]: 275   

    

 

Artinya :“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. .” 

                                                           
40

 Adiwarman Karim. Bank Islam dan Analisis dan Keuangan.. (Jakarta: Gema Insani Press 

2001) hal. 113 
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b. Hadits  

HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari Abu 

Sa’id Al-Khudri : 

 

 “… bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Sesungguhnya jual beli itu harus 

dilakukan suka sama suka." 

c. Ijma ‘ 

     Dasar hukum murabahah menurut ijma' para ulama adalah umat Islam telah 

berkonsesus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota 

masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain, 

oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya 

secara sah, dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk 

memenuhi kebutuhannya.
41

 

   3. Rukun Murabahah 

a. Penjual (Baai’)  

b.Pembeli (Musytari) 

c. Obyek Akad  : Barang (Mabii’) & Harga (Tsaman) 

d.Sighot: Serah (Ijab) & Terima (Qabul)  

 

4. Syarat Murabahah 

                                                           
41 Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. 2005. Jakarta : Raja 

Grafindo Persada. Hal.23 
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a. Syarat Pihak yang berakad : (Baai’ dan Musytari) Cakap Hukum 

b.Syarat Mabii’  

c. Syarat Tsaman  

d. Syarat Sighot  

E. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan objek 

penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi penjiplakan karya dan lebih 

mudah untuk memfokuskan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini 

mencantumkan penelitian terdahulu antara lain: 

1. Cecep Suyudi M,
42

 Strategi Lembaga Nirlaba dalam upaya pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi Kasus Pada Lembaga 

Nirlaba Syariah Masyarakat Mandiri Parung Bogor) Skripsi : Cecep Suyudi 

Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2008. Metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif deskriftif . Hasil penelitiannya adalah dompet duafa sebagai 

sebuah lembaga yang menyaring dana-dana zakat, infak dan shodaqoh dari 

masyarakat turut berperan aktif dalam mengatasi kondisi sosial masyarakat 

dalam bidang kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, salah satunya dengan 

mendirikan lembaga nirlaba syariah masyarakat mandiri pada tahun 2000. 

Strategi yang diterapkan pada progam MM-DD dalam melakukan 

                                                           
42

 Cecep Suyudi M,
42

 Strategi Lembaga Nirlaba dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi Kasus Pada Lembaga Nirlaba Syariah Masyarakat Mandiri 

parung Bogor) Skripsi : Cecep Suyudi  jakarta : Uin Syarif Hidayatullah 2008 
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pemberdayaan meliputi stategi utama yang terdiri dari pembentukan 

kelompok secara partisipasif, penguatan kapasitas SDM, menciptakan dan 

mengembangkan usaha produktif dan pengembangan kelembagaan secara 

komunitas. Dan strategi pendukungnya adalah Pembina keislaman atau 

keagamaan, pendampingan dan perluasan wawasan kelompok sasaran dan 

masyarakat sekitar terhadap pentingnya pendidikan kesehatan.  Dampak dari 

pelakasaan progam MM-DD  antara lain meliputi dampak ekonomi ,dampak 

sosial dan dampak progam . 

2. Sela Marlena ,
43

 pemberdayaan UMKM melalui Corporate Sosial 

Responsibility bank Indonesia di Yogyakarta . skripsi : Sela Marlena UIN 

Sunan Kalijaga yogjakarta ,2014. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pola kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Hasil penelitiannya 

adalah implementasi progam CSR BI yogjakarta sesuai secara teoritis yaitu 

menggunakan aspek bina manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan 

studi banding untuk anggota dan kelompok usaha,bina usaha dengan 

memberikan alat-alat produksi dan akses pemasaran agar produksi dapat 

dijangkau oleh masyarakat luas bina lingkungan dengan membuatkan kolam. 

Untuk KPI Mina kepis  dan pembuatan dapur higenis bagi petani gula semut, 

dan bina kelembagaan dengan memberikan pendampingan koperasi dan 

penguatan manajemen organisasi serta keuangan. Dilihat dari hasil 

                                                           
43

 Sela Marlena, pemberdayaan UMKM melalui Corporate Sosial Responsibility bank 

Indonesia di Yogyakarta . skripsi : Sela Marlena UIN Sunan Kalijaga yogjakarta ,2014 
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pemberdayaan Nampak bahwa terjadi peningkatan sector perekonomian 

terutrama di wilayah sleman dan kulon progo. Hal ini terbukti dengan adanya  

peningkatan pendapatan dari penjualan kapasitas produksi komoditas gula 

semut di kulon progo. 

3. Sri Wahyuni, 
44

strategi Pemberdayaan usaha Kecil Menengah dinas koperasi 

UMKM ,perindustrian,dan perdagangan kabupaten Sidrap ( studi kasus : 

pemberdayaan koperasi pertanian) Skripsi : Sri Wahyuni ,universitas 

Hassanudin 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan wawancara secara 

mendalam. Hasil penelitiannya adalah strategi pemberdayaan usaha mikro 

kecil menengah dari dinas Koperasi,UMKM,perindustrian dan perdagangan 

belum optimal dalam rangka memperdayakan koperasi pertanian yang 

berdasarkan dari fase yaitu fase inisial (dinas koperasi berperan penu h dalam 

memperdayakan koperasi). Fase kedua yaitu fase emansi patoris (dinas 

koperasi hanya menjadi fasilitator dalam perkembangan koperasi pertanian),hal 

ini terbukti dengan kurang berkualitasnya Sumber daya yang telah ada dalam 

koperasi. Rendahnya modal koperasi ,sarana dan prasarana belum memadai , 

pengawasan yang lemah dan lain sebagainya. 

                                                           
44

 Sri Wahyuni, strategi Pemberdayaan usaha Kecil Menengah dinas koperasi UMKM 

,perindustrian,dan perdagangan kabupaten Sidrap ( studi kasus : pemberdayaan koperasi pertanian) 

Skripsi : Sri Wahyuni ,universitas Hssanudin 2013 
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4. Ely Ihda Falihah
45

,Peran Baitul Maal Wa Tanwill Dalam Upaya 

Pemberdayaan Usaha Mikro Di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri 

Pasuruan skripsi : Ely Ihda Falihah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) 

2007. Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif dengan metode 

deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa keberadaan BMT 

memang sangat strategi, demi terangkatnya ekonomi rakyat bawah.BMT-

MMU hanya menerapkan pembiayaan produktif dikarenakan secara tidak 

langsung masyarakat akan belajar memahami mengenai sistem ekonomi 

syariah dan mampu membedakan dengan sistem lembaga keuangan 

konvensional (sistem bunga). Terdapat beberapa factor kesuksesan BMT –

MMU dalam menyalurkan dananya demi terwujudnya misi pemberdayaan 

usaha mikro yaitu adanya peran Pondok Pesantren (Ponpes sidogiri pasuruhan) 

dan andilnya para kiai atau ustadz MMU . BMT juga membudayakan STAF 

(Shidiq ,Amanah,Fatonah DAN Tablig) dalam segala aktivitasnya. Dan yang 

menjadi kendala BMT-MMU dalam menjalankan Pemberdayaan yaitu kredit 

macet dan sulitnya mencari nasabah prdoduktif. 

5. Niela Amalia
46

, Peran Pembiayaan Ba’I Bitsamin Ajil Terhadap 

Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT (Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU 

                                                           
45

 Ely Ihda Falihah,Peran Baitul Maal Wa Tanwill Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha 

Mikro Di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan skripsi : Ely Ihda Falihah Universitas Islam 

Negeri Malang (UIN) 2007. 
46

 Niela Amalia, Peran Pembiayaan Ba’I Bitsamin Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha 

Mikro Di BMT (Studi Kasus Pada Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo). Skripsi : Niela 

Amalia Universitas Islam Negeri (UIN )Malang.2008. 
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Sidogiri Cabang Wonorejo). Skripsi : Niela Amalia Universitas Islam Negeri 

(UIN )Malang.2008. metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif . hasil penelitian yang diperoleh adalah sebgai berikut : diperoleh 

bahwa peran pembiayaan BBA terhadap pemberdayaan pembiayaan usaha 

mikro yaitu dalam bentuk : BMT menyediakan barang bagi calon nasabahnya 

yang pada umumnya para pedagang kaki lima,pedagang sayur dll. Untuk 

mengembangkan usahanya dan untuk menyalurkan ketrampilan yang dimiliki . 

terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat , pada tahun 2005 

sebanyak 882 orang, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 1128 orang. Begitu 

juga tahun 2007 sebanyak 1480 orang. Dan upaya yang dilakukan BMT untuk  

menaggulangi adanya keterlamabatan pembayaran yaitru pertama BMT 

memberikan perpanjangan waktu pembayaran, yang kedua BMT akan 

memberikan surat peringatan kepada nasabah yaitu : SP I ,SP II sampai SP III 

dan yang ketiga BMT akan menyita jaminan atau agunan dari nasabah tersebut. 

6. Siti Zulaikah
47

, Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan 

Usaha Kecil dan Menengah di kecamatan Gondang Kab Grobongan (studi 

kasus PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi). Skripsi : Siti Zulaikah ,IAIN 

Walisongo Semarang ,2011. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian : Perbankan Syariah memiliki potensi dan peranan 

yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu mulai 

                                                           
47

 Siti Zulaikah, Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap pemberdayaan Usaha Kecil 

dan Menengah di kecamatan Gondang Kab Grobongan (studi kasus PT BPRS Ben Salamah Abadi 

Purwodadi). Skripsi : Siti Zulaikah ,IAIN Walisongo Semarang ,2011. 
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maraknya berdiri Bank Syariah maupun lembaga non bank , yang memberikan 

layanan kepda masyarakat yaitu progam kredit usaha rakyat dengan nasabah 

bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan marjin 18% pertahun . perkembangan 

ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang menjadi 

peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun dan prioritaskan untuk sector 

layanan jasa pertanian dan perdagangan. Sehingga adanya pemberdayaan 

UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat membantu bagi nasabah,terutama 

terbantu dalam pengembangan usahanya. 

7. Muhammad Gufron Hidayat 
48

,Peran LKMS dalam melakukan pembiayaan di 

sector Agribisnis (studi kasus BMT Miftahussalam Ciamis dan Kapontren AL-

ittifaq Bandung). Skripsi : Muhammad Gufron Hidayat UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2011. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah dalam mengembangkan diversivikasi agribisnis 

BMT Miftahussalam Ciamis ,sesuai dengan kondisi geografisnya banyak 

mengembangkan jagung dan sapi,sedangkan Kapontren Al-Itifaq menerapkan 

pola pengolahan agribisnis sayuran mulai dari perencanaan hingga panen. 

Produk sayuran kapontren Al-Itifaq menerapkan 100 item yang dikelola dan 

dipasarkan ke pasar modern. Peran BMT dalam mengembembangkan 

pembiayaan bagi nasabah terlihat pada singkoronisasi produk pembiayaan dan 

pembiayaan bagi siswa SMK Miftahusalam dalam pengelolaan pohon jarak. 

                                                           
48

 Muhammad Gufron Hidayat ,Peran LKMS dalam melakukan pembiayaan di sector 

Agribisnis (studi kasus BMT Miftahussalam Ciamis dan Kapontren AL-ittifaq Bandung). Skripsi : 

Muhammad Gufron Hidayat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. 
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Adapun kapontren Itifaq Lebih mengikuti kepentingan pasar dengan banyak. 

Sekitar 100 item sayuran dataran tinggi dihasilkan oleh kapontren Al-

Itifaq..peran yang dimiliki oleh keduanya hampir sama yaitu mengembangkan 

agribisnis yang terbentuk diantaranya adalah pemberdayaan lahan tidur 

,pembinaan,mental dan spiritual nasabah dimana mereka juga merupakan 

anggota jamaah pengajian pesantren masing-masing dan pelatihan kemampuan 

di bidang agribisnis. 

  Beberapa penelitian yang ada membahas tentang pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah  untuk memajukan dan memberikan suntikan dana 

dan memberdayakan masayarakat yang membutuhkan diantaranya dari hasil 7 

penelitian  terdahulu adalah dari strategi yang diterapkan baik strategi utama 

maupun strategi khusus untuk memperdayakan UMKM , Faktor yang 

mempengaruhi baik Sumber Daya yang ada dalam koperasi ,rendahnya modal 

,sarana dan prasarana yang kurang memadahi ,mengadakan pelatihan 

kemampuan dibidang agribisnis,pemberdayaan lahan tidur  dll . 

  Adapun perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa 

penelitian ini membahas mengenai Bentuk dan Peran Lembaga Keuangan 

Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha  MikroKecil Dan Menengah (UMKM) 

Dalam Pembiayaan Murabahah dengan hasil apakah memang BMT ini 

memang meberdayakan masyaratnya dengan membina,mengawasi sekaligus 

pendampingan langsung dalam dunia prakteknya ataupun hanya sekedar 
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memberikan dana yang telah ada tanpa pendampingan secara langsung atau 

membina bahkan mengawasi ditempat saja.Permasalahan yang menghambat 

progam pemberdayaan yang dihadapi oleh BMT Istiqomah terhadap 

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan yang terakhir adalah 

solusi permasalahan yang di hadapi oleh BMT Istiqomah dalam pemberdayaan 

USsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

 


